BAB 2

LANDASAN TEORIE

2.1 Teori-Teori Pendukung

Z.1.1 Pengertien Jaminan Seosial

Pengertian jaminan sosial tidakiah same dengan asuransi sosial dan juge tidak dapat
dibandingken karena asuransi sosial merupakan salah satu komponen iaminan sosial.
Asuvransi dapat didefinisikan dari aspek finansial dar aspek legal. Dari aspek finansial,
asuransi adalah pengaturan finansial yang meredistribusikan biaya dan kerugian yang
tidak diharspkan, Dari aspek legal, esuransi adalah pengaturan kontraktual dimana satu
pihak bersedia urtuk mengganti kerugian pihak lainnya. Secara garis besar, asuransi
dibedakan secara fundamenial antara asuransi privat dan asuransi sosial. Sifat khusus
asuransi privat adalah sukarela, dan pengalihan risiko umumnya dilakukan melaha
perjanjian berupa polis. Sedangkesn asuransi sosial bersifat wajib, dan program-
programnyz  ditentukan dengan undang-undang, sehinpggz tidak dikenal adanya
perjanjian berupa polis. Tujuan utama asuransi sosial adalah memberikan perlindungan
dasar bagi mensvarakat secara merata.

Baldwin & Fakingham (1994,p9-10) mengemukakan bzhwa sistem asuransi sosial
bukanlah merupakan suatu supra sistem untuk penpgentasan kemiskinan termasuk untuk
penangguiangan resiko PHK. Menurut Kay & Morris (1984, p1-3) telah mempeloporn
sebelumnya bahwa social insurance bukan merupakan sgfety net, karena keterbatasan
lingkup penyertasn dan benefits size vang diberikan. Sementara Creedy & Disney

{1985,p1-5) mengargu bahwa santunan pada sistem asuransi sosial sangat terikat untuk
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hai-hal yarg bersifat darurst, misalnya sakit, kecelakaan kerja dan meninggal dunia.
Sedangkan Bambang Perwoke (1994,p118) mengutarakan bshwa sistem asuransi
sosial schenarnya merupakan alat fiskal bagi pemerintah terhadap pemberi kerja yang
dijadiken sebagai obyek pungut melalui lembaga vang ditunjuk. Jeminan sosial
sesungguhnya merupaken salah satu komponen konsumsi publik yang didanai melalui
Aunggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) aiau pajak bag keperluan
masyarakat Inas. Masyarakat luas yang dimszksud adalsh orang yang membutuhkan
jaminan sosial karena vang bersangkutan terkena risiko ekonomi, misalnya PHE.

Salah satu contoh jaminan sosial adalah jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek.)
Jamsostek pada hakekatnya merupakan program publik yang memberikan perlindungan
hagl tenaga kerja dalam menghadapi risiko ekonomi tertentu. Unsur-unsur utama dalam
pengertian ini menyangkut:
1. Program Publik
Jaminan sosial merupakan program publik, yaite program yang memberikan hak
dan kewajiban secara pastt {(compulsory) bagi pengusahe dan temaga kerja
berdasarkan undang-undang No. 3 tahun 1992. Hak yang diberikan berupa
s;niunan tunai dan pelayanan medis bagi tenage kerja dan keluarganya,
sedangkan kewaiibannya berupa kepesertaan dan pembiavaan dalam program ini.
2. Perlindungan
Jaminan sosizl memberikan perlindengan yang sifatnya dasar dengan maksud
untuk menjaga harkat dan martabat manusia jika mengalami risiko-risiko sosial
ckonomi dengan pembiavaan vang dapat dijangkau oleh setiap pengusaha dan

tenaga kerja sendiri.




3. Rusiko sosial ekonomi
Risiko vang ditangpulangi terbatas pada peristiws-peristiwe kecelakaan, sakit,
hari tua dan meninggal dunia yang mengakibatkan berkurangnya atau terputusnya

penghasilan tenaga kerja dan/atau membutuhkan perawatan medis.

z.1.2 Asas-asas Jamiran Sosial

Jaminan sosial tenaga kerja dilandasi dengan asas kemandinian dan harga diri marusia
dalam menghadam risiko sosial ekonomi. Kemandirian berarti Hidak tergantung pada
crang lain dalam membiayai perawatan sewaktu sakit, dalam membiayai hidup dihari
tua, dalam mengurus keluarganya jika meninggal dunia. Harga diri berarti jaminan
tersebut diperoleh sebagai hak dan bukan dari belas kasihan orang lain karens memang

jaminan sosia! itu merupakan hak tepaga kezja.

2.1.3 Mekanisme Jaminan Sostal
Jaminan sosial pada hakekatnya merupskan program publik yang bersifat wajib dan
berlaku secara nasional. Jaminan sosial bisa dibedzkan antara;

1. Program-program yang dibiayai dengan turan dari pihak-pihak vang bersangkutan
sendiri (coniributory schemes). Program-program yang dibiavai dengan iuran dari
pengusaha mauvpun dari tenaga kerja dapat diselenggarakan dengan mekanisme
asuransi yang dikenal dengan asuransi sosial, mekanisme tabungan vang disebut
tabungan hari tua atau provident fund, atau mekanisme anuitas sebagai pensiun
publik. Program-program int diatur dalam undang-undang no.3 tahun992.

2. Program-program yang tidak dibiayai dengan iurap (non contributory schemes).

Program-program yang tidak dibiayai dengan furan dikenal sebagai bantuan sosial




9

yang pembiayaannya berasal dari anggaren belanjs negara. Program-program ini

diselenggarakan oleh departemen sosial berdasarkan wndang-undang no.6 tahun

1974 tentang kesejahteraan sosial.

2.1.4 DPeraturan perandang-undangan

1

Eo

Undang-Undang No.3 tahun 1992

a. Undang-Undang Dasar 1545 pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga

negara berhak atas pekerjant dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,
Ketentuan ini merupakan landasan bagi terbentulmya program jaminan sosial
tenaga kerja yang dapat membantu penghidupan yang layak bagi kemanusiazan

jika mengalamsi risiko sosial ekonomi.

. Undang-undang no.2 tahun 1951 merupakan salah satu penjabaran dar pasal 27

ayat 2 UUD’45, mewsajibkan setiap penguszha untuk bertanggung jawsb dan
memberikan ganti rugi terhadap kecelzkaan kerja yang menimpe tenaga

kerjanya.

. Undang-undang neo.14 tzhun 1969 vang merupaken undang-undang pokok

ketenagakerjaan, antara lain mengatur penyclenggaraan jaminan sosial oleh
pemerintah yang meliputi jaminan sskit, hamil, bersalin, hari tua, cacad,

meninggal dunia, dan menganggur bagi seluruh tenaga kerja.

. Peraturan pemecrintah no.33 tzhun 1977 tentang Astek menyelenggarakan

undang-undang no.2 / 1951 dan undang-undang no.14 tahun 1969, tetapi hanva
menyangkut jaminan kecelakaan kerja, hari tua, dan kematian, dalam bentuk

asuransi kecelakaan kerja, tabungan hari tuz dan asuransi kematian.
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e. Dalam rangka melengkapi program Astek dengan jaminan sakit, hamil dan
bersalin sesuai undang-undang No.14 / 1969, ditetapkan SKB Menteri tenaga
kerja dan menteri keschatan tentang jaminan pemeliharaan kesehatan tenaga
keria.

f Undang-undang ne.3 tahun 1992 tentang jeminan sosial fensga kera
memadukan seluruh program diatas menjadi jaminan kecelzkaan kerja, jaminan
hari tua, jaminan kematian dan jaminan pemeliharaan keschatan. Sedangkan
pelaksansannya dituangkan dalam peraturan pemenntah nold  tahun
1593, keputusan presiden no.22 tahun 1993 dan peraturan menteri tenaga kerja
no per-05/men/1993.

2. Ketetapan MPR RI No I/MPR/1993

a. Jaminan sosial tenaga kerja telah diangkat dan dicantumkan dalam GBHEN 1993
vaitu pada bab 4 pembangunan lima tehun keenam sebagai kebijaksanaan
PELITA keenam dibidang ckonomi khususnya sektor tenaga kerja.

b. Dalam GBHN 1993 discbutkan bahwa jaminan sosial tenaga kerja mencakup
jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan keschatan, jaminan terhadap kecelakaan
dan jarninan kematian.

3. Undeng-undang
Jaminan sosial tenaga kerja harus diatur dengan undang-undang karena alasan-
alasan tertentu

&. Jaminan sosial memberikan hak kepada tenaga kerja dan membebani kewajiban
terutama bagi pengusaha, sehinggs harus ada persetujuan dari wakil-wakil

rakyat dilembaga legislatif.
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b. Penjelasan pasal 23 UUD’45 menyebuikan bahwa segala tindakan yang

menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dii, harvs ditstapkan dengan
undang-undang, vaitu dengan persetuiuan DPR RL

¢. Sesuai kitab undang-umdang hukum acara pidana (KUHAP), kewajiban yang

mengandung ancaman sanksi pidana hanya dapat diatur dengan undang-undang

dimana sift wajib dari jaminan sosial memang mengandung sanksi pidana

sebagal upaya penegakian hukum.

o

Peraturan perundang-undangan yang ada sudah tidak sesuai fagi dengan situasi
dan kondisi. Undang-undang no.2/1951 yang mengatur kecelakaan kerja
sebagai kewnjiban pengusaha secara individuel, dianggap memberatkan
keuangan pengusaha menengsh dan kecil tenaga kema mengajukan kiaim
kepada pengusahanya selain hanya menyanglut 13 sekior utama saja, peraturan
pemerintah no.23/1977 perlu disempurnakan jenis dan jumlah programnya.

¢. Perkembangan pembangunan nasional kearah industrizlisasi menentuken

perlindungan yang lebih pasti bagl tenaga kerja sebagai pihak yang lemah,

2.1.5 Pengertian Risiko

Risiko pada dasarnya adalah merupakan ketidak pastian yang dapat menimbulkan suatu
kerugien ataupun kerusakan; dimana hal ini meleket dalam kehidupan ekonomi sctiap
manusia baik dalam kehidupan sosial maupun usabanya. Pengertian risiko itu sendiri
berbagat macam, akan fetapi pada umumnya selalu berkaitan dengan keffdak pastion
serta kemunghkinan menderite kerugion. Menurut Emmett §, Vaughan dan Curtis M.
Elliott dalam bukunya Fundamentals of Risk and Imsurance, istilah risiko telzh

dirumuskan dalam berbaga: definisi yang berbedz cleh para ahli perasuransian:
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Risiko adalah kans kerugian (the chance of loss).
Contol: nasib baik atan buruk datam permainan kartu.
Risike a.dalah kemungkinan kerugian (¢he possibility of loss).
Centoh: percakapan sehari-hari vang kejadiannys selalu tidak pasti,
Risiko adalah ketidakpastian (uncertainty).
Contoh: prakiraan cuaca méngatakan bahwa “besok pagi mungldn turum hujan”.
Risiko adalah penyimpangan kenyataan dari hasil yang diharapkan (the
dispersion of actual from expected resul).
Contoh: kerupian karena kenyataan menyimpang dari harapan seperti pada
asuranst.
Ristko adalah probabilitas bahwa suatu hasil berbeda dari yang diharapkan (#he
probability of any outcome different from the one expected).
Contoh: tabel aktuaria menyatakan bahwa tingkat kematian pada umur 21 tabun
adalah 1,83 per 1000, Dengan probabilitas kematian vang rendah ini, individu
vang berumur 21 tahun tidsk diharapkan meninggal denia. Namun karena wmur
meanusia ditangan Tuhan, maka tetzp ada kemungkinan behwa individu berumur
21 tehun meninggal dunia karema berbagai sebab. Dalam hal ini, risiko

menyangkut hasil yang terjadi berbeda dari apa yang diharapkan.

2.1.6 Fuebungan Risike dan Jaminan

1. Setiap tenaga kera vang bekerja dengan mendapatkan penghasilan baik dalam

hubungan kerja mavpun tidak dalem hubungan kerja selalu menghadapi risiko-

risiko sosial ekonomi tertentu dalam pekerjaannya, yaity kemungkinan menderita




237

13
sakit termasuk kehamilan dan persalinan, mengalami cacat, mencapai hart tua,
meninggal dunie, dan menganggur karena PHIC
Risiko-ristko tersebut sebapgaimana cﬁseEuﬂcan dalam pasal 15 Undang-undang
no.14/1969, sifstnya universal terjadi dimanapun dan kapanpun, dit negara industri
maju dan & negara berkembang, sehingga harus ditangani secara sistematss,
terencana, dan teratur melalui program-program sebagaimana yang diatur dalam
undang-undang No.3/1992, vyaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan
pemeliharaan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan kematian,

Jaminan kecelakaan kerja menanggulangi sakit, cacat, dan kematian akibat kerja.
Faminan pemeliharaan kesehatan menanggulangi sakit akibat apa saja, kehamilan
dan persalinan; jaminan har tuza menanggulangi cacat, hari tua dan kematian;
jaminan kematian menanggulangi kematian biasa.

Satu-satunya risiko yang belum ditangani adalah pengangguran akibat PHEK.
Dalam hal ind jarmnen hari tua sebagai jaminan masa depan karyawan dapat
diberikan dalam hal karyawan mengalami PHK sebelum umur 55 tahun, asalkan
menjadi peserta setidak-tidaknya selama 5 tahun.

Dalam matrix risiko jaminan terlibat adanva beberapa tumpang tindih dalam
penanggulangan risiko. Oleh karena itu, dalam penyelenggarasn program-
program jaminzn sosial itu sebaikmya dilakukan secara terpadu, sehingga sejauh

mungkin merupakan satu kesatuan paket jaminan.

Tahap Kepesertaan

. Pada hakekatnya, kepesertsan pengusaha dan tenaga kerja dalam program

jaminan sosial ienaga kerja bersifat wajib. Namun karena luasnya kepeserfazn,
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maka pelaksa

naannya dilakukan secara bertzhap sesuat kemampuan teknis,
administratif dan operasional.

2. Kepesertaan penguszba vang semula dalam program Asuransi Tenaga Keria
(ASTEK) untuk mercka yang mempunyai 100 orang tenaga kerja atau lebih,
berturut-turut telsh ditingkatkan menjadi 25 orang, kemudian menjadi 10 orang
tenaga kerja atau lebih Dengan berlakunys program jaminan sosial, syarat

kepesertaan fersebut diteruskan, yaitu 10 orang tenaga kerja atau lebih; ataun

membayar upah sebesar Rp 1.000.000 atau lebih sebulan.

21.8 Bentuk Jaminan
A, Jaminap Kecelakazn Kerja
1. Jaminan keecelakaan kerja pada hakekatnya memberikan kompensast yang
terdiri dart:
a. Penggantian biave vang dikeluarkan pengussha, vaitu transport, upah
sementara tidak mampu bekerja dan perawatan.
b, Ganti mgi atas  turunnya/hilangnva  kemampuan bekerja  atau
berpenghasilan yaite santunan cacat dan santunan kematian.
2. Jenis-jenis kemanfaatan jaminan kecelakaan kerja, meliputi:
a. Biaya transport maximam:
Dgrat Rp 100.00C, laut Rp 200.000 dan udara Rp 250.000. Biaya
transport dapat digunakan untuk transport rawat jalan.
b. Penggantian upaya sementara tidak mampu bekerja:
120 hari pertama sebesar 100% upah, 120 hari kerja kedua sebesar 75%

upah dan hari selanjutnya sebesar 50% upah.
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¢. Biaya perawatan medis:
Maximum sebesar Rp 3.000.000.
d. Santunan cacat tetap-sebagian:
Persentase jenis cacat sesuzi tabel dikalikan 60 bulan upah.
¢. Santunan cacat tetap-total:
i Pembayaran sekaligus max 76% X 60 bulan upah
i Pembayaren berkala: Rp 25.000 selama 24 bulan

Santunan kematian

4

i, Pembayaran sekaligus: 60% X 60 bulan upah
ik Pembayaran berkala: Rp.25.000 sebulan selama 24 bulan
iil,  DBiaya pemakaman: Rp.200.000
g. Biaya Rehabilitasi
Prothese (anggota badan tiruan} dan Orthese {alat bantu) seperti tongkat
dan kursi rods dengan penggantian biaya sesuai harga RS Dr. Suharso,
Surakarta ditambah 40%.
Penyakit kerja dianggap sebagai kecelakaan kerja dan ditanggung selama
hubungsen kerja dan sampai selama-lamanya tigas tahun setelah hubungan

kerja berakhir.

Selain memberikan kompensasi dan rehabilitasi, JKK juga ikut aktif membantu

usaha-usabha pencegaban kecelakaan kerja.

B. Jaminan Hari Tua

L.

Program jaminan har tua diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua

(provident fund), di mana furan dari pengusaha dan tenaga kerja setiap bulan
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di kredit pada rekening tenaga kerja secara individual dan mendapatkan
bunga setiap tahun; saat ini tingkat suku bunga tersebut 10% setahun dari
saldo relkening vang terakhir,
Dana jaminan hari tuz pada hakekatnya semacam dana bersama, dimana
peserta memberikan iurennya untuk dikelola dalam investasi bersama,
sehingga hasil pengelolaan laba dibagﬁmn kepada peserta; karena itu peseria
jaminan hari tua juga diberikan bagian surplus hasil usaha PT, Astek (saat mi
sebesar 20%).
Kemanfaatan dari jaminan harl tua berupa pembayaran saldo tabungan
(termasuk bunga dan bagian surplus hasi! usaha) pada saat timbulnyz hak
peserta, vaitu:
4. IMSRCapal Wnur 55 tahur
k. mengalami cacat total dan tetap sehingga tidak bisa bekerja lagt
¢. meninggal dunia

d. mengalami PHK setelah menjadi peserta setidak-tidaknya 5 tahun

o

pergt ke Tuar negeri atau pulang ke negen asal untuk tidak kembali lagi.
Besarnya saldo tabungan tersebut tergantung dari iuran, bunga, masa
kepesertaan dan bagian surplus hasil uvsaha Badan Penyelenggara, tetapi
diperkirakan kurang lebih 75% dari upah untuk setiap tahun kepesertaan.
Saldo tabungan tersebut dapat dibayarkan sckaligus apabila jumlahnya
Rp.3.000.000,- atau kurang, ateu dibayarkan berkala setiap bulan untuk

jangka waktu lima tzhun apabila jumiahnya diatas Rp.3.000.000,-.
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C. Jaminan K@maﬁmr
1. Jaminan kematian dibavarkan kepada ahli warls dari tenaga kerja peserta
yang meninggal dunia.
2. Jaminen kematien ini pada hakekatnya merupekan unsur komplementer
terhadap jaminan hari tua karena pada saat meninggal dunia, saldo t2bungan

helum optimal sehingga jaminan kematian akan menutupnya.

B. Jaminan Pemelihearazn Kesehatan
Jaminan pemeliharzn keschatan diberikan dalam bentuk pelayapan medis

sebagai paket dart jaminar pemeliharaan keschatan dasar.

2.1.9 Tingkat luran / Premi

i. Dalam pelaksanaan jaminan sosiz! tenaga kerja, selain faktor pelayanan, ada dua
faltor vang periu mendapam pertimbangan vang serius, vaitu;
a. kemampuan membayar dari peserta
b. kemanfaatan yang cukup berarti

2. Kemampuan membayar menyangkut iuran dan upah/gaji vang harus tetap dan
berada dalam jangkauan keuangan pengusaha (besar, menengah atan kecil) dan
tenaga kerja untuk menanggung Dilain pihak, ifuran tersebut harus dapat
membiayai kemanfaatan yang cukup berarti sehingga dapat dinikmati oleh tenaga
kerja dan keluarganya.

3. Jamipan sosial tenaga kerja pada hakekatnya merupakan kelanjutan dari asuransi
sosial tenaga kerja sehingga tingkat iuran dan kemanfaatannya juga merupakan

kelenjutannya. Selama hma belas tabwn, ASTEK telah mengalami perkembangan
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dan kemajuan dalam hal kemanfastan den pelayvanannya, yang eken diteruskan
dalam pelaksanaan Jamsostek. Gleh karena itu, tingkat dan struktur iurannya juga
perlu lebih dioptimalkan dan dirasionalkan.

4. Optimalisasi dan rasionslisasi iuran dilakukan sebagai berikut:
a. Tinghkat iuran JKK sebesar 0,24 — 1,74% upah
b. Tingkat juran JKM sebesar 0,3% upah
¢. Tingkat iuran JHT sebesar 5,7% terdin dari 3,7% ditanggung oleh pengusaha
dan 2% ditanggung olch tenaga kerja.
d. Tingkat iuran JPKTK sebesar 3% bagi vang belum menikah dan 6% bagi

vang telah berkeluargs.

2.1.10 Pengelolaar Dans
Jaminan sosial fenaga kega dibiavai dengan iuran bulanan secara teratur,
sedangkan hak atas jaminannya timbul di kemudian hari, sehingga terpupuk dana
veng akan dipergunakan di masa depen. Pemupukan dana imi terutama akan
terjadi pada program vang berjangka panjang, yaitu JKM dan JHT, serta pada

program yang berjamgka pendek yaitu JKK dan JPK dalam skala kecil.

2.1.1% Sanksi Hukeman
Jaminan sosial tenaga kerja pada hakekainya adalah pragram yang bersifat wajib
secara nasional schingga termasuk hulourmn publik yang diatur dengan undang-

undang lengkap dengan sanksi pidana,
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Ancaman hukuman ferdiri dari:
a. Ketentuan pdana, variu:
1. Hukuman kurungen selama lamanya enam bulan, atau denda setinggi-
tingginya Ry 50.000.000.-
2. Pengulangan tindak pidana untuk kedua kalinya atau lebibh dibukum
pidana kurungan selamea-lamanya delapan bulan.
Keduanya menyangkut pelanggaren kepesertaan, turan dan laporan.
b. Hukuman administratif, berupa:
I Ganti rugl
2. Denda
Keduanya menyanghkut pelanggaran keterlambatan pembayaran juran dan

kekurangan pembayaran jaminan.

2.2 Provident Funds Program

Salah satu program jamsostek pada saat ini adalah Provident Funds
Program (PFP) Pada awalnya PFP dikenal sebagai program tabungan hari tua,
pamun dinbah menjadi jaminan hari tua (JHT). Yang dimaksud dengan program
hari tua adalah program pensiun iuran pasti atau semacam provident fund
terutama di negara-negara bekas koloni Inggris termasuk Indonesia walaupun
bukan bekas koloni Inggris. Provident fund di Erope dan Amerika dirasa kurang
populer tetapi dar segi jumlah negara vang sebagian besar berasal dari negara-
negara bekas koloni Inggris bahwa temyata program tersebut lebih disukai

daripada program pensivn manfaat pasti. Pada dasarnya, program JHT
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mengandung program aktuaritl. Tidak ada unsur gotong royong. Tidak ada unsur
“yang mampu membantu  yang kurang mampuy” dan  dalam
pengadministrasiannya menganut prinsip rekening perorangan (individual
account principle). Program ini sangat dikenal di Singzpura (Central Provident
Funds), dan di Malaysia (Employees’ vaidém Funds). Program THT tersebut
dimasuvkkan scbagai salah satu program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK)
pada saat dimulai pads awal tahun 1987 karena beberapa alasan. Program JHT
merupakan satu-satunya program dimana pars pekerja ikut menggiur (1,0% dari
pekerja dan 1,5% dari pemberi kerja saat itu), maka dengan program THT 1ni
diharapkan parz pekerje secara aktif dapat ikut mengecek kejujuran dari pemberi
kerja tentang pelaporan upah yang sebenarnya dan tentang jumiah penyertaan
tenaga kerja vang sebenarnya. Pekerja dapat mengeceknya dari besarnya jumiah
yang dipotong dart upah kotornya tiap bulan dan dapat mengeceknya pula dari
saldo tabungannva setiap akhir tabun Dengan demildan, wujud penyertaan
pekerja dalam asuransi sosial dapat lebih dirasakan setiap waktu, dan kehadiran
¢itra manajemen terbuka dapat lebih dirasakan pula. Sejak tahun 1992, iuran
wajib tersebuf telah meningkat dart 2,5% menjadi 5,7% dari upah. Perencanaan
program asuranst sosial termasuk program THT disjukan kepada pemerintah cg
Beppenas pada tehun 1977, Pertama, program pensiun minimal untuk pekerja
dengan usulan iuran wajib 2% dari tenaga kerja ditambah 4% dari pemben atas
upah pekerja tersebut. Kedua, program provident funds dengan usulan iuran
wajib 2% dari pekerja ditambah 3% dan pemberi kerja. Ketiga, program asuransi
kematian dengan iuran wajib 0,5% dari pemberi kerja. Keempat, dari macam

kegiatan kerja, asuransi kecelakaan kerja dengan juran wajib vang berkisar antara
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0,24% sampai 3% lebih dari upsh pekerje, tergantung dari macam kegiatan
kerjanya. Maka, akhirnya hanya program ketiga dan keempat yang dilaksanakan
scbagaimana usulan. Sedangkan program pensiun wajib dibatalkan dan program
provident funds diturunkan meniadi 2,5%. Ini merupakan keputusan yang patut
disesalkan mengingat pada tahun 1977 keadaan ekonomi nasional masih dalam
keadaan sehat. Andal program yang diusulkan tersebut diterima dengan selaku
meningkat iuran untuk program THT secara berkals, maka diperkirakan akan
dapat dihimpun dana saat ini sekitar Rp. 100 triliun, Wasib pekerja dan jumdah
PHK munglkin tidak akan separah sekarang, Namun kita tidak beleh berputus asa
walaupun agak terlambat dan harus “merangkak”™ lagi untuk dapat mewujudkan
program asuransi sosial yang diperiukan dan mempunyai manfaat vang memadai
bagi pekerja dan kelvarganya. Saat ini emplovess funds di Malaysia berhasil
menghimpun dana senilai Rp. 600 triliun sedangkan program yang sama di
Indonesia baru menghimpun senilai Ry, 7 friliun.
Program provident fund atau JHT atau tabungan wajib pekerja boleh jadi
" dikatakan sebagai salah satu program asuransi sosial apabila pelaksanaannya
dikaitkan dengan program-program lain seperti kematian dan cacat sehingga
memiliki unsur gotong royong. Program-program seperti provident fund dan
heaith care sebaiknya lebih ditujukan bagi proteksi dasar pekerja yang berlaku
universal. Dimasukkannys program provident fund dalam sistem asuransi sosizl,
seperti halnya program Jaminan Hari Tua {(JHT) pada Jamsostek, adalah sah-sah
saje, apalagi hal itu telah diatur dalam undang-undang. Secara spesifik, program
provident fund yang dikaitkan dengan program-program asuransi sosial lainnya, |

katakanalah program Jamsostek, adalah program satu paket. Dengan demikian,




22

tidak tepat bila program JHT dikatakan sebagai program pensiun dan apelagi

program tabungan biasa.

Dimasukkarnya program provident fund dan contribution sharing system

pada sistem asuransi sosial jugs dimaksudkan untuk mempermudah pekerja

mengontrol pembert kerja. Dengan cara itu, pekerja bisa mengetalmi, apakah

iuran dipotong benar-benar didasarkan pads upal: sesungguhnya.

Menurut Dr. Bembang Purweko, selaku Direktur Pembinaan dan Pelayanan

PT. Jamsostek, ada beberapa termuan empirik bahwa program provident fund

masih diminati di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, India,

Pakistan, dan Srilanka.

L.

Iuran program tersebut masih tergolong relatif kecil, vaitu kurang dari 10%.
Di Indonesia program JHT Jamsostek dengan segala kekurangan dan
kelemahannya masith dimmati peserta. Itu bisa dilihat dari jumlah peserta
akiif scbanyak 12 juta atau 80 ribu perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang
secara sukarela menyelnggarakan program pensiun sesuzi UU No.ll tabun
1992 masih kurang dari seribu perusahaan, Artinya, pekerja Indonesia secara
wnum bare mampu mengikuti program JHT Jamsostek.

Program JHT merangsang masyarakat pekeria memiliki budaya menabung,
Karena dipaksa dengan undang-undang, maka program ini merupakan social

edhication,

. Dengan terkuncinyz dana JHT dalam jangka panjang, pemenntah

mempercieh dana jangka panjang untuk pembangunan. Almulast danz yang
terus meningkat sangat penting untuk menekai SGVings invesiment gap.

Semestinye pasar modal kita benar-benar marure.
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5. Adalah pentingnya kewenagan penuh bagi badan penvelenggara seperti

halnya Employees’ Provident Funds (EPF) Malaysia dan Central Provident
Funds {CPF) Singapura.

Program JHT ini merupakan program tabungan wajib selama masa kerja
yeng dibayarken kembali pada usia 55 tahun atau sebelum ifu, jika mengalmai
cacat tetap/total atau meninggal dunia atan masalab PHK dengan masa kerja
minimal § tshun, Twan JHT yang komposisinya 3,7% pemberi kerja dan 2%
pekerja telah membentuk akurmiasi dana JHT. Akumulasi dana JHT yang
merupakan 2/3 dari seluruh dang PT. Jamsostek pada dasamva merupakan utang
PT. Jamsostek kepada pekerja peserta Jamsostek. Perlu diketshui bahwa huran
JHT yang hanya sebesar 5,7% dari upah merupaken furan JHT yang terendah di
dunia termasuk di negara-negara ASEAN. Karena kecilnya iuran tersebut, maka
program Jamsostek masuk dalam kategori program dasar dimana kepesertaannya
diwaiibkan oleh undang-undang bagi setiap pemberi kerja. Walaupun demikian,
bila dibandingkan antara koniribusi pemberi kerja dan pekerja, smmbangan yang
diberikan olebh pemberi keria di Indonesia lebih besar dibandingkan dengan
negara lainnya.

Adanya beberapa pendapat untuk dapat mencairkan dama JHT bagi
peserta yang terkena PHE tetapt masa kepesertaannya masih kurang dari 5 tahun,
tidak diperbolehkan oleh undang-undang, juga karenz falsafah JHT adalah untuk
tujuan jangka panjang pada sast pekerja tidak lagi bekerja. Selain itu, jumlah
saldo JHT masih terlalu kecil untuk dirasakan bermanfaat bagi peserta. Pencairan
dana JHT bagt peserta vang masih aktif bekerja sama sekali tidak diperbolehkan

karena itu berarti pelanggaran terhadap undang-undang. Selain itu, juga dapat
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I

meniimbulkan  “rush” dan akhimys mengganggu keadaan keuangan PT.
Jamsostek. Demikian juga, penarikan dana JHT sebagian oleh peserta yang
masih aktif juge tidak diperbolehkan dan jika demikian halnya akan mengganggu
atau memperkecil besarnya manfaat di hart tua setelzh ia berwmur 55 tahun dan
tigak lagi bekerja.

S@ca;m perlakuan akuntansi, fwran JHT yang terkumpul merupakan utang
PT. Jamsostek selaku badan penvelenggara kepada pesertanya. Bunga JHT vang
diberiakukan sejak 1 January 1999 adaish 17% yang masih iebih rendah dari
bunga deposito. Jamsostek berbeda dengan bank. Pendapatan bank beragam
sedangkan pendapatan Jamsostek hanyalah berupa pendapatan investasi. Bank
bernubungan dengan BI terutama dalem BLBI (Bentuan Likuiditas Bank
Indonesia). Bunga bank vang sekarang diberlakukan terlalu tnggi jelas bukan
merupakan kebijaksanaan Direksi Bank vyang bersangkutan, melainkan
kebiiaksanaan pemerintah sepenuhnya kepada Direksi PT. Jamsostek karena
berpedoman pada PP No. 28 tahun 1996, Usulan ke depan perlakuan pemerintah
terhadap bank sebaiknya juga ditujukan bagi program jamsostek, karena sebagian
besar dana jamsostek masuk ke sektor perbankan bukan pada pasar modal,

Negara-negara berkembang yang menjadi perhitungan duma sepert
Filipina dan Indonesia menjadi rangking bawah terutama dalam penyelenggaraan
program jaminan hari tue dasar. Demikian halnya Nigeria yang kaya akan
minyak bumi temvata masih di bawah Ethiopia. Berarti masih ada masalah
ketenagakerjaan karena penvelenggarasn program JHT ferkait dengan

pengupahan. Dengan pengupahan vang di bawah standar minimum, maka
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menyulitken bagi penyelenggaraan program provident fund walaupun program

tersebut merupakan program dasar bagi pekerja.

WRAN PROGRAM JHT DAN PENSIUN

THT/Tabungan Pemberi Kerja | Pekeria Total Share P. Kerja
CPF (Singapura) 20% 20% 4£0% 50,60%
EPF (Malaysia) 12% 11% 23% 52,17%
SSS (Philipina) 5,04% 3,36% 8.40% 60,00%
BPF (India) 12% 12% 24% 58,00%
EPF (Srilangks) 12% 8% 20% 60,00%
EPF (Nepal) 10% 18% 20% 50,00%
EPF (Tanzaniz) 106% 10% 25% 50,00%
SSNIT (Ghans) 12,50% 5% 17,50% 71,43%
NSSF (Uganda) 10% 5% 15% 66,67%
SSHF (Gambia) 10% 5% 15% 66,67%
NEF (Fijf) T% 7% 14% 50,00%
NPF (PNG) 5% 5% 10% 50,00%
NPF (Swazﬂamd); 3% 5% 10% 50,00%
SSA (Efhiopia) 6% 4% 10% 60,00%
NSSF (Kenya) 5% 5% 10% 50,00%
STTF (Nigeria) 5% 2.50% 7.50% 66,67%
NESF (Gabon) 5% 2,50% 7.5% 66,67%
NPF {Zambia) 3,50% 3,50% T% 50,00%
PFB (Vanuatz) 3% 3% 6% 50,00%
Famsostek (INA) 3,70% 2% 5,70% 64,51%

Sumber: Diolzh dari Jaminan Sosial dan Sistem Penyelenggerasnnya, Bambang Purwoka, MA,

FhD
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2.3 Teori Suku Bunga
Kita pertu mengkaii lebith mendalam dan menanyakan mengapa orang harus
membayar suaty “harga” untuk penggunzan uang? Atau dengan lain perkataan, kita
menanvakean mengapa timbul suatu tingkat bunga vang positif (dan tidak nol) 7 Adakah
hai-hal vang mendasar vang mengharuskan timbulnya tingkat bunga yang pesitif
tersebut? Ada dua jawaban utama untuk pertanyaan tersebut, satu terkzit dengan mashab
Klasik dan vang lain terkait dengan mashab Keynesian, Dalam perkembangannya, kedua
jawshan tersebut dipadukan menjadi suatu sintesa. Dan sintesa ini yang sekarang
diterima cleh kebanyakan abli eckonomi sebagai jawaban utama untuk pertanyaan
tersebut di atas.
i KIASIK : LOANABLE FUNDS
Bunga adalah “harga” dari (penggunaan) floamable funds. Terjemahan
langsung dari istilah tersebut adalah “dana yang tersedia untuk dipinjamkan™.
Terjemahan behasnya mumgkin lebih beik kita gunakan istilah “dana
imvestasi”, sebab memurut teori Klasik bunga adalah “harga” yang terjadi di
“pasar” dana investasi. Parg “penabung” dan para “investor” ini bertemu di
pasar loanable funds, dan dari proses tawar-rmenawar antara mereka akhirnya
akan dihasilkan tingkat bunga kesepakatan (atau “keseimbangan™).
2 KEYNESIAN : LIGUIDITY PREFERENCE
Jawaban vang kedua mengenai adanya tingkat bunga yang positif berasal dari
Keynes. Kita ingat bahwa dalam teori Kevres tingkat bunga ditentukan oleh
permintaan dan penawaran uang. Kita ingat pula bahwa menurut teort ini ada

figa wmotif (iransaksi, berjapa-jaga dan spekulasi) mengapa orang
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menghendaki memepang uang tumai. Tiga motif inilah vang merupakan
sumber timbulnye “permintaan akan uang”, yang dibert mama liguidity
preference. Nama ini mempunyai makna tertentu, vaitu bahwa permintaan
akan uang menurut teori Keynes berlandaskan pada konsepsi bahwsa orang
pada umumnya menginginkan dirinya tetap likwid untuk memenuvhi tiga
motif tersesbut. Memegang wang tunai (aten “rupizh sekarang™) menjamin
lkuiditas pada orang tersebut. Preferensi atau keinginan untuk tetap Jikuid
(oleh sebab itu diberi nama “liguidity preference”) imilah yang membuat
orang bersedia membayar hargs terientu untuk penggunazn uvang Teori
Keynes khususnya menekankan adanya hubungan iangsung antara kesediaan
orang membayar harga usng tersebut (imgkat bunga) dengan umnsur
nermintaan akan uang untuk tujuan spekulasi | permintaan besar apabila

tingkat bunga rendah, dan permintaan kecil apabila tingkat bunga tinggt.

2.3.1 Tingkat Bungs Nominal

Ada satu pertimbangan penting vang biasanya juga masuk dalam perhitungan kreditur
maupun debitur dalam menentukan tingkat bungz yang mereka setuiui untuk transaksi
mereka. Pertimbangan ini terkait dengan apa yang diharspkan orang mengenai
perkembangan nilai vang yang menjadi obyek transeksi pinjam-meminjam tersebut.
Begi kreditur hal ini penting karena nilai Rp.l,- nanti pada wakiu pinjaman
dikembalikan mungkin tidak lagi same dengan nilai Rp.1,- sekarang. Apshila harga-
harga barang nail, vaitu apabila terjadi inflasi, maka jelas nilai Rp.1,- tersebut akan
merosot (diukur dengan kemampuannys untuk dibelikan barang). Dalam hal ini kita

katakan bahwa secara rii/ si kreditur mengalami penuronan nilai (riil) kapitalnya, atau
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menanggung capital joss, meskipun Rp.1,- dikembalikan oleh debitur kepadanya secara
penuh. Oleh sebab itu kreditur harus memperhitungkan kemungkinan kerugian kapital
ini dengen cara memperkirakan berapa % penurunan nilai uang (yaitu, berapa % laju
inflasi) yang akan terjadi selama vangnya dipinjamkan dan kemudian membebankannya
pada debitur dalam Dbentuk tambahan persentase pade tingkat bunga yang harus
dibayarnya. Tingkat yang akhimya disepakati oleh debitur dan kreditur disebut sebagai
“tingkat bunga nominal” (nominal rate of interest). Tingkat bunga inilah vang harus
dibayar debitur kepada kreditur di samping pengembalian pinjaman pokoknya pada saat
jatuh temps. Tingkat bunga nominal ini sebenarnya adaleh penjumlaban dan unsur-
unsur tingkat bunga, vaitu © tingkat bunga “murni” (pure inferest rate), premi resiko
{(risk premium), biayas transaksi (framsaction costs) dan premi untuk inflasi yang

diharapkan.

2.3.2 Tinghat Bunga Riil

Dalam kepustakaan teori moneter tingkat bunga nominal sering dilawankan dengan apa
yang disebut “tingket bunga riil” (reaf rate of inferest). Tingkat bunga riil adaizh tingkat
bunga nominal minus laju inflast yang terjadi sclams periode vang sama. Bagi kreditur
mappun debitur tingkst bunga riil (vang diharapkan) adalah vang relevan dalam
memutuskan apakah mereka( ekan melakukan transakst pinjam-meminjam atau tdak.
Bagi kreditur, tingkat bunga riil merupakan imbalan riil bagi pengorbanannya untuk
menyerahken penggunaan uangnya untuk jangka wakiu tertentu. Bagi debitur, tingkat
bunga il merupakan beban riil afas penggunaan uvang orang lain. Beban ini discbut
“bigya {riil) dari kapital” atau (reai} cost of capital bagi debitur fersebut (terutama

apabils si debitur adalah investor di bidang produksi barang-barang dan jasa).
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233 Tinglkat Bungz Jangka Pendek dar Tingkat Bunga Japgka Panjang
Delam praktek, jangks waktn hubungan pinjam-meminjam menentukan sekali
tingkat bunga vang dibayar debitur {(atau diterima kreditur) per periode. Jadi misalnya,
apabila sescorang menghendaki untuk meminjam dari secrang kreditur sesuatu jumlah
tertentu selama 2 bulan maka orang itu harus membayar bunga sebesar 2% per bulan.
Tetapi apabila orang itu menghendaki meminjam sejumiah uang yang sama dari kreditur
yang sama, untuk jangka waktu 6 hulan, mungkin orang itu harus membayar 2,5% per
bulannva. Adanya perbedaan tingkat bunga (per periode; untuk jangka wakiu
neminjaman yang berbeda, merupakan hal yang sering kita jumpai dalam praktek.
Pada setiap saat di dalam suatu perckonomian kita bisa mendaftar semus tingkat
bunga. untuk pinjaman dengan berbagai jangka waktu {mulai dari yang paling pendek
sampai yang paling panjang), dan kita akan memperoleh daftar vang disebut “struktur

tingkat bungs menurut iangka waktn” atan ferms structure of interest rates.

2.4 Keranghks Pemikiran Teoritis dan Hipotesis
2.4.1 Kerangha Pemikiran Teoritis

Program JHT adalah program tabungan wajib dengan bunga yang dipatok oleh
pengelola yang semulz 6% per tahun sckarang menjadi 10% per tahun Bila
dibandingkan, menabung pada Jamsostek kurang menguntungkan dibandingkan dengan
menabung di bank atau menjadi peserta DPLK. (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) vang
sekaligus mendepat fasilitas pajak. Lantas adakah subsidi silang, siapa membantu siapa,
peserfa menerima sesuai dengan apa yang ielah ditebung dengan bunga yang telah

dipatok bertabun-tahun tanpa mengikuti perkembangan tingkat suku bunga di pasar?
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Tak heran muncul pertanyaan, jaminan apakah yang diperclek oleh para peserta selain
tabungan sendirl? Tak salah apabila ada orang vang mengatakan JHT adalah peryarahan
halus vang didukung undang-undang. Haruskah program sernacam ini menjadi rancu

antara kaidzh dan praktek jaminan sosial?

2.4.2 Kerangka Pemikiran Hipotesis

Dari teori-teori di atas, timbul pertanyazn apakah dengan menyimpan di banl
hasi! vang didapat lebih baik daripada menvimpan di Jamsostek atau sebaliknya dengan
menikmati Jamsostek fisik para pekerja dilindung: secara hukum oleh pemerintah, dan
apakah pemerintzh melindungi para pekeria melaloi program Jaminan Hari Tua? Diduga
bahwa dengan menyimpan di bank hasilnya pasti akan lebih batk dibandingkan dengan
menyimpan di Jamsostek, dan menyimpan di Jamsostek melalui program Jaminan Hari

Tus tidak mendapat hasil yang sebanding dengan menabung di bank,






